
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Pelayanan publik adalah segala kegiatan yang dilaksanakan oleh 

penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan 

kebutuhan penerima pelayanan, dalam pelaksanaan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. Pelayanan publik merupakan 

tanggungjawab pemerintah dan dilaksanakan oleh instansi 

pemerintah, baik itu di pusat, di daerah, dan dilingkungan Badan 

Usaha Milik Negara. Pelayanan publik berbentuk pelayanan barang 

publik maupun pelayanan jasa. 

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan bahwa negara 

wajib melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi 

kebutuhan dasarnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat. Seluruh kepentingan publik harus dilaksanakan oleh 

pemerintah sebagai penyelenggara negara yaitu dalam berbagai 

sektor pelayanan, terutama menyangkut pemenuhan hak-hak sipil 

dan kebutuhan dasar masyarakat. Dengan kata lain seluruh 

kepentingan yang menyangkut hajat hidup orang banyak itu harus 

atau perlu adanya suatu pelayanan. Selanjutnya UU No.25 Tahun 

2009 tentang Pelayanan Publik dijelaskan masyarakat berhak 

mendapatkan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas dan 

tujuan pelayanan(pasal 18).  
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Setiap pelayanan publik harus memiliki standar pelayanan dan 

dipublikasikan sebagai jaminan adanya kepastian bagi penerima 

pelayanan merupakan ukuran yang harus dimiliki dalam 

penyelenggaraan pelayanan publik yang wajib ditaati pemberi dan 

penerima pelayanan. Salah satu fungsi utama pemerintah adalah 

menyelenggarakan kegiatan pembangunan dan pelayanan sebagai 

bentuk dari tugas umum pemerintah untuk mewujudkan 

kesejahteraan masyarakat. Birokrasi merupakan instrumen 

pemerintah untuk mewujudkan pelayanan publik yang efisien, efektif, 

berkeadilan, transparan, dan akuntabel. Hal ini berarti untuk mampu 

melaksanakan fungsi pemerintahan dengan baik maka organisasi 

birokrasi harus profesional, aspiratif dan memiliki daya tanggap yang 

tinggi terhadap tuntutan masyarakat yang dilayani agar masyarakat 

pengguna jasa merasa puas terhadap pelayanan yang diterimanya.  

Pelayanan publik di Indonesia belum menunjukkan kinerja yang 

efektif, hal ini dipicu oleh berbagai hal yang kompleks mulai dari 

budaya birokrasi yang bersifat paternalistik, lingkungan kerja yang 

tidak kondusif terhadap perubahan zaman, rendahnya sistem 

pelayanan reward dalam birokrasi di Indonesia, dan lemahnya 

mekanisme punishment bagi aparat birokrasi, serta kelangkaan 

komitmen pemerintah daerah untuk menciptakan pelayanan publik 

yang responsif, akuntabel dan transparan (Kumorotomo dan 

Purwanto, 2005: 87).  
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Menurut Dwiyanto (Dalam Kumorotomo dan Purwanto, 2005: 88) 

ada tiga masalah besar dalam pelayan publik yaitu besarnya 

diskriminasi pelayanan, tidak adanya kepastian pelayanan, dan 

rendahnya tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik. 

Oleh karena itu, perlu dikembangkan sebuah konsep seperti Good 

Governance yang dipercaya mampu untuk menjawab dan mengatasi 

permasalahan tersebut.  

 Dalam undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 

kesehatan, telah ditetapkan bahwa setiap orang berhak atas 

kesehatan, setiap orang mempunyai hak yang sama dalam 

memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan dan setiap 

orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang 

aman, bermutu, dan terjangkau. Serta Undang-Undang Nomor 32 

Tahun 2004 tentang pemeritahan daerah pada Bab IV pasal 11 ayat 

(2) ditetapkan bahwa bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan 

oleh daerah kabupaten dan daerah kota adalah pekerjaan umum, 

kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, pertanian, perhubungan, 

industri dan perdagangan, penanaman modal, lingkungan hidup, 

pertanahan, koperasi, dan tenaga kerja.  

Berdasarkan undang-undang tersebut maka pemerintah 

bertanggung jawab penuh terhadap penyelenggaraan pembangunan 

kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di 

wilayahnya, dengan memberikan pelayanan yang memuaskan. 
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Selanjutnya Azwar (1996) mengatakan dalam rangka meningkatkan 

derajat kesehatan masyarakat, banyak hal yang perlu diperhatikan. 

Salah satu yang dianggap mempunyai peranan cukup penting adalah 

penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Agar penyelenggaraan 

pelayanan kesehatan dapat mencapai tujuan yang diinginkan maka 

pelayanan harus memenuhi berbagai syarat diantaranya tersedia dan 

berkesinambungan, dapat diterima dan wajar, mudah dicapai, 

dijangkau, dan bermutu.  

Namun, hingga sekarang ini kualitas pelayanan publik masih 

diwarnai oleh prosedur pelayanan yang berbelit-belit, perilaku oknum 

aparatur yang kadang kala kurang bersahabat, ketepatan waktu 

dalam memberikan pelayanan yang masih kurang, kuantitas dan 

kualitas pelayanan yang masih sangat rendah. Dimana hal ini sebagai 

akibat dari berbagai permasalahan pelayanan publik yang dirasakan 

masyarakat sebagai pelanggan.  

Kualitas pelayanan publik belum terlaksana dengan baik 

menyebabkan buruknya penyelenggaraan pelayanan publik. 

Pemerintah yang memiliki fungsi sebagai penyelenggara pelayanan 

publik dan seiring dengan tuntutan perkembangan sudah menjadi 

keharusan pemerintah melakukan perbaikan dalam pelayanan publik 

tersebut. Perbaikan pelayanan publik menjadi salah satu pekerjaan 

rumah Indonesia yang belum terselesaikan, pelayanan publik 

merupakan isu yang sangat srategis karena menjadi arena interakasi 
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antara pemerintah dan warganya. Penyelenggaraan pelayanan publik 

yang mencakup 3 aspek, yaitu penyelenggaraan pelayanan publik 

dalam bentuk barang, jasa, dan pelayanan adminstratif merupakan 

kewajiban pemerintah dalam penyelenggaraannya. Akan tetapi 

dewasa ini, kepercayaan masyrakat/publik terhadap kinerja 

pemerintah atau birokrasi mengalami degradasi yang semakin parah 

oleh akibat dari lemahnya kinerja aparat-aparat pemerintahan atau 

birokrasi.  

Penyelenggaraan pelayanan publik merupakan upaya Negara 

untuk memenuhi kebutuhan dasar dan hak-hak sipil setiap warga 

Negara atas barang jasa dan pelayanan administrasi yang di sediakan 

oleh penyelenggara pelayanan publik. (Surijadi dalam Jurnal 

Administrasi Publik dan Birokrasi, 2012: 7), mengatakan meskipun 

upaya tersebut telah dilakukan oleh pemerintah, namun realitas 

pelayanan publik belum juga menunjukkan perubahan yang signifikan. 

Banyaknya keluhan dan pengaduan dari masyarakat menunjukkan 

bahwa kualitas pelayanan publik sangat rendah. Pengaduan dan 

keluhan tentang prosedur pelayanan yang berbelit, tidak adanya 

kepastian dan jangka waktu penyelesaian, biaya yang sangat mahal, 

persyaratan yang tidak transparan, sikap petugas pelayanan yang 

kurang responsif sering ditemui dan hampir merata dalam semua 

bidang pelayanan pemerintah saat ini.  
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Perkembangan pelayanan publik semakin mendapat tekanan 

dari berbagai pihak, dikalangan masyarakat, berbagai isu semakin 

merebak dan mencuat ke permukaan. Tuntutan masyarakat semakin 

tinggi seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan 

modernisasi bahkan globalisasi saat ini. Keadaan ini merupakan 

tantangan yang sekaligus merupakan beban yang tidak ringan bagi 

pemerintah saat ini, baik bagi pemerintah pusat maupun pemerintah 

daerah.  

Kualitas pelayanan merupakan titik sentral bagi perusahaan jasa 

karena akan mempengaruhi kepuasan pelanggan. Kepuasan 

pelanggan akan muncul apabila kualitas pelayanannya baik. Dalam 

mengukur kualitas jasa pelayanan digunakan dimensi kualitas jasa 

yang dikemukakan oleh A. Parasuraman, Valerie A. Zaithaml dan 

Leonard L. Berry (dalam Ratminto dan Winarsih; 2014; 175). 

Kelima karakteristik kualitas pelayanan tersebut adalah : 

1. Tangibles (Ketampakan Fisik) adalah penampakan fisik dari 

gedung, peralatan, pegawai, dan fasilitas-fasilitas lain yang dimiliki 

oleh pemberi layanan . 

2. Reliability (Reliabilitas/Kehandalan) adalah kemampuan untuk 

menyelenggarakan pelayanan yang dijanjikan secara akurat 

menurut aturan . 
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3. Responsiveness (Responsivitas/Ketanggapan) adalah kerelaan 

untuk menolong penerima layanan dan menyelenggarakan 

pelayanan secara ikhlas . 

4. Assurance (Kepastian/Jaminan) adalah jaminan yang diberikan 

oleh petugas kepada pelanggan terhadap pelayanan yang akan 

diberikan terkait dengan waktu, biaya dan produk yang dihasilkan. 

5. Empathy (Empati)  adalah  perlakuan atau perhatian pribadi yang 

diberikan oleh pemberi layanan kepada masyarakat. 

Lenvinne dalam Ratminto dan Winarsih (2014:175) juga 

mengemukakan beberapa indikator untuk mengukur kualitas suatu 

pelayanan yang diantaranya: 

1. Responsiveness atau responsivitas ini mengukur daya tanggap 

providers terhadap harapan, keinginan dan aspirasi serta tuntutan 

customers. 

2. Responsibility atau responsibilitas adalah suatu ukuran yang 

menunjukkan seberapa jauh proses pemberian pelayanan publik iu 

dilakukan dengan tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang telah 

ditetapkan. 

3. Accountability atau akuntabilitas adalah suatu ukuran yang 

menunjukkan seberapa besar tingkat kesesuaian antara 

penyelenggaraan pelayanan dengan ukuran-ukuran eksternal yang 

ada di masyarakat dan dimiliki oleh stake holders, seperti nilai dan 

norma yang berkembang dalam masyarakat. 
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Penilaian tentang kualitas pelayanan dapat berbeda–beda bagi 

setiap orang. Penilaian itu misalnya ada orang yang menganggap 

suatu pelayanan tertentu cukup puas tetapi ada pula orang yang 

menilai dengan pelayanan yang sama menganggap tidak puas. Hal 

yang membuat pengukuran terhadap kualitas pelayanan sulit untuk 

diukur dikarenakan tidak ada ukuran yang pas yang dapat 

menyamakan persepsi orang terhadap kualitas pelayanan sehingga 

pengukuran terhadap derajat kepuasan pelayanan terkadang kurang 

akurat. 

Kepuasan pasien adalah suatu keadaan yang dirasakan oleh 

seseorang (klien/pasien) setelah ia mengalami suatu tindakan atau 

hasil dari tindakan yang memenuhi harapan-harapannya. Jadi 

kepuasan adalah perpaduan antara harapan dan persepsi terhadap 

tindakan atau hasil tindakan. Untuk memahami kepuasan, kita harus 

memahami bagaimana orang membentuk harapannya. Harapan 

dibentuk atas dasar pengalaman masa lalu seseorang dengan situasi 

yang sama atau serupa, pernyataan dari teman atau kerabat lain, dan 

pernyataan dari rumah sakit sendiri. Jadi dapat tidaknya rumah sakit 

memuaskan klien/pasien tidak hanya ditentukan kinerjanya, tetapi 

juga oleh harapan yang diciptakannya (Hartono, 2010) 

Pun (2000) dalam Koentjoro (2007), mengungkapkan lima 

dimensi kepuasan pelanggan yaitu kenyamanan untuk melakukan 
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akses, hasil/kinerja pelayanan, lingkungan, perilaku karyawan dan 

prosedur pelayanan. 

Salah satu pelayanan publik yang penting untuk masyarakat 

adalah pelayanan kesehatan. Sebab pada dasarnya setiap orang 

membutuhkan tubuh yang sehat dalam menjalankan setiap 

aktifitasnya sehingga mereka dapat melakukan kegiatannya dengan 

baik. Maka dari itu dibutuhkan kualitas pelayanan kesehatan yang 

optimal agar masyarakat mendapat hasil yang memuaskan. 

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2012 

Tentang Sistem Kesehatan Nasional (SKN) bahwa pelaksanaan SKN 

ditekankan pada peningkatan perilaku dan kemandirian masyarakat, 

profesionalisme sumber daya manusia kesehatan, serta upaya 

promotif dan preventif tanpa mengesampingkan upaya kuratif dan 

rehabilitatif juga harus memperhatikan cakupan pelayanan kesehatan 

berkualitas, adil dan merata serta pemberi pelayanan kesehatan yang 

berpihak kepada rakyat. 

Progaram Indonesia Sehat dilaksanakan dengan  pilar utama 

yaitu paradigma sehat, penguatan pelayanan kesehatan dan jaminan 

kesehatan nasional. Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) ditargetkan 

pada tahun 2019 semua penduduk Indonesia telah tercakup dalam 

JKN ( Universal Health Coverage  - UHC). Diberlakukannya JKN ini 

jelas menuntut dilakukannya peningkatan akses dan mutu pelayanan 

kesehatan, baik fasilitas kesehatan tingkat pertama maupun fasilitas 
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tingkat lanjutan, serta perbaikan sistem rujukan pelayanan kesehatan 

(Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019). 

Salah satu indikator sasaran pembangunan kesehatan pada 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-

2019 yang tertuang pada dokumen Rencana Strategis Kementerian 

Kesehatan tahun 2015-2019 adalah meningkatnya pemerataan dan 

mutu dan pelayanan kesehatan, termasuk pelayanan kesehatan di 

rumah sakit. Rumah sakit sebagai salah satu sarana kesehatan yang 

memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat memiliki peran 

yang sangat strategis dalam mempercepat peningkatan derajat 

kesehatan masyarakat. Oleh karena itu rumah sakit dituntut untuk 

memberikan pelayanan yang bermutu sesuai dengan standar yang 

ditetapkan dan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat.  

Dengan demikian merupakan suatu tantangan besar ke depan bagi 

Rumah Sakit Umum Daerah Kota Dumai untuk bisa membenahi 

sistem manajemennya, meningkatkan profesionalisme sumber daya 

manusianya, meningkatkan mutu pelayanannya, melengkapi sarana 

dan prasarananya, memenuhi kewajibannya sesuai dengan standar 

pelayanan kesehatan, standar pengobatan, dan standar profesi yang 

berlaku. 

Keputusan Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Nomor 

1549 Tahun 2000 tentang Status Rumah Sakit Umum Daerah Kota 

Dumai menyatakan bahwa RSUD memberikan pelayanan kesehatan, 
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pelayanan pendidikan, pelatihan dan pendidikan serta pengembangan 

ilmu pengetahuan di bidang kesehatan. 

Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 08 Tahun 2016 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota 

Dumai Tahun 2016-2021 bertujuan untuk mewujudkan pembangunan 

kesehatan yang menjangkau semua lapisan masyarakat. 

Berdasarkan Peraturan Walikota Dumai Nomor 42 Tahun 2008 

tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas RSUD Kota Dumai : RSUD 

menyelenggarakan fungsi pelayanan medis, pelayanan penunjang 

medis dan non medis, pelayanan asuhan keperawatan, pelayanan 

rujukan, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan 

serta administrasi umum dan keuangan. 

Rumah Sakit Umum Daerah Kota Dumai saat ini berlokasi di Jl. 

Tanjung Jati No. 04 Kelurahan Buluh Kasap Kecamatan Dumai Timur 

Kota Dumai. Rumah Sakit Umum Daerah Kota Dumai adalah sebuah 

rumah sakit tipe C milik Pemerintah Kota Dumai yang dibangun 

dengan menggunakan dana ADB III. Pada awal pembangunan luas 

Rumah Sakit Umum Daerah Kota Dumai hanya 4,3 hektar. Saat ini 

Rumah Sakit Umum Daerah Kota Dumai memiliki luas lahan 54.400 

m2 dan luas bangunan 21.412 m2.  

Rumah Sakit Umum Daerah Kota Dumai di soft opening oleh 

Bupati Bengkalis, Bapak Fadlah Sulaiman, SH pada tanggal 15 

Februari 1999 dan di grand opening oleh Menteri Kesehatan R.I, 
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Profesor. DR. Dr. FA. Moeloek, Sp.OG pada tanggal 7 Mei 1999 

berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial 

Nomor 1549/Menkes-Kesos/SK/X/2000 tanggal 16 Oktober 2000. 

Selanjutnya RSUD Kota Dumai ditetapkan sebagai Rumah Sakit 

Badan Layanan Umum Daerah Badan Layanan Umum Daerah 

(BLUD) berdasarkan Keputusan Walikota Dumai Nomor 

380/RSUD/2009, tentang Penetapan Status RSUD Kota Dumai. 

Dengan menerapakan pola pengelolaan keuangan badan 

layanan umum daerah maka aspek pelayanan bidang layanan 

kesehatan meliputi kualiatas pelayanan serta mutu dan manfaat 

kepada masyarakat. Kualitas pelayanan digunakan untuk mengukur 

segala bentuk aktivitas pelayanan umum badan layanan umum BLU 

bidang layanan kesehatan guna memenuhi harapan pengguna barang 

dan jasa. Mutu dan manfaat kepada masyarakat digunakan untuk 

mengukur upaya peningkatan kualitas pelayanan umum di bidang 

layanan kesehatan pada BLU di bawah kementerian kesehatan dan 

kesesuaian terhadap persyaratan yang sesuai dengan kebutuhan 

masyarakat. 

Dalam upaya meningkatkan pelayanan kesehatan kepada 

masyarakat, RSUD Kota Dumai sebagai rumah sakit rujukan regional, 

maka pasien yang berobat ke RSUD Kota Dumai tidak hanya pasien 

yang berasal dari Kota Dumai namun juga pasien yang berasal dari 

Kabupaten/Kota lain di Provinsi Riau dan juga dari luar Provinsi Riau 



13 
 

sehingga RSUD Kota Dumai melakukan pembenahan. Hal ini sesuai 

dengan visinya , Menjadi Rumah Sakit Terunggul Di Pantai Timur 

Sumatera Yang Modern Dengan Nuansa Melayu. Adapun misinya 

yaitu : menerapkan sendi-sendi pelayanan prima, meningkatkan 

profesionalitas sumber daya manusia, meningkatkan dan 

mengembangkan sarana dan prasarana pelayanan, memantapkan 

fungsi manajerial yang akuntabel dan transparan, berbasis teknologi 

informasi. 

Tabel 1.1 

Jenis Pelayanan Rawat Jalan di Rumah Sakit Umum Daerah  

Kota Dumai 

No Jenis Pelayanan 

1  Klinik Umum 

2 Klinik  Anak 

3 Klinik Gigi 

4 Klinik Fisioterapi 

5 Klinik Spesialis Paru 

6 Klinik Spesialis Bedah 

7 Klinik Spesialis Bedah Mulut 

8 Klinik Spesialis Mata 

9 Klinik Spesialis THT 

10 Klinik Spesialis Syaraf 

11 Klinik Spesialis Penyakit Dalam 

12 Klinik Spesialis Kulit dan Kelamin 

13 Klinik Spesialis Kesehatan Gigi 

14 Klinik Spesialis Kebidanan Dan Kandungan 

15 Klinik Spesialis Patologi Anatomi 

16 Klinik Spesialis Patologi Klinik 

17 Klinik Spesilis Radiologi 

18 Klinik Spesialis Orthopedi 

19 Poli Jiwa/Psikiatri 

Sumber : Laporan Evaluasi Kinerja Bidang Keperawatan RSUD Kota Dumai 2017 
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Dari tabel 1.1 di atas dapat diketahui bahwa RSUD Kota Dumai hingga 

saat ini telah memiliki 19 pelayanan rawat jalan yang terdiri dari 

poliklinik umum dan poliklinik spesialis. 

Pada tahun 2017, jumlah instalasi yang ada di RSUD Kota 

sebanyak 25 instalasi. 

Tabel 1.2 

Instalasi di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Dumai 

No Instalasi 

1 Instalasi gawat darurat (IGD) 

2 Instalasi Rawat Jalan 

3 Instalasi Rawat Inap A (Penyakit Dalam) 

4 Instalasi Rawat Inap B (Bedah) 

5 Instalasi Rawat Inap C (Anak) 

6 Instalasi Rawat Inap D (Isolasi) 

7 Instalasi Kebidanan dan Kandungan 

8 Instalasi VIP & VVIP 

9 Instalasi Bedah Sentral (IBS) 

10 Instalasi Hemodialisa 

11 Instalasi Anesthesi & Reanimasi 

12 Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit 

13 Instalasi Logistik & Pengelolaan Aset 

14 Instalasi Farmasi 

15 Instalasi Gizi 

16 Instalasi Rekam Medis & SIMRS 

17 Instalasi Fisioterapi 

18 Instalasi Kesehatan Lingkungan & Pengelolaan Air Bersih 

19 Instalasi Patologi Anatomi 

20 Instalasi Pemulasaran Jenazah 

21 Instalasi Laundry 

22 Instalasi Gas Medis & Alat Pemeliharaan Kesehatan 

23 Instalasi Laboratorium 

24 Instalasi Radiologi 

25 Instalasi Pendidikan dan Pelatihan 

Sumber : Laporan Evaluasi Kinerja Bidang Keperawatan RSUD Kota Dumai 2017 
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Jumlah tempat tidur rumah sakit bertambah setiap tahunnya 

seiring dengan bertambahnya jumlah pasien yang dirawat di RSUD 

Kota Dumai. Saat ini jumlah tempat tidur yang ada adalah sebanyak 

282 tempat tidur yang tersebar di 12 ruangan rawat inap. 

Tabel 1.3 

Perkembangan Jumlah Tempat Tidur RSUD Kota Dumai 

Dari Tahun 2011 s/d 2017 Berdasarkan Ruang Rawat Inap 

Instalasi 
Jumlah TT ( Tempat Tidur) dan Tahun 

2011 2012

2 

2013 2014 2015 2016 2017 

Rawat Inap A 29 29 29 34 34 44 45 

a. Irna A Pria       22 

b. Irna A Wanita       23 

Rawat Inap B 31 31 31 34 34 40 56 

Rawat Inap C 29 29 29 29 29 27 28 

Rawat Inap D 20 21 21 22 22 24 23 

Rawat Inap Kebidanan 30 35 35 35 35 46 43 

Rawat Inap Perinatologi 13 7 7 7 7 20 24 

Rawat Inap Intensif/ICU 3 15 15 20 20 7 7 

Rawat Inap VIP & VVIP 31 44 44 44 44 43 56 

a. VIP A 12 18 18 18 18 18 17 

b. VIP E       16 

c. VVIP B 19 11 16 11 11 17 15 

d. VVIP C 
 

15 10 15 15 8 8 

TOTAL 186 211 211 211 225 251 282 

 

Jumlah tempat tidur di RSUD Kota Dumai mengalami peningkatan dari 

Tahun 2011 sampai dengan 2017 yaitu 186,211,225,251 menjadi 282 

(Laporan Evaluasi Kinerja Bidang Keperawatan, 2017). 
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Gambar 1.1 

Alur Kunjungan Pasien Rawat Inap di RSUD Kota Dumai 
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Kualitas pelayanan yang baik merupakan salah satu tujuan 

dalam pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan di RSUD Kota Dumai. 

Berdasarkan pengamatan yang ada dilapangan, RSUD Kota Dumai  

pada 5 (Lima) tahun terakhir ini cenderung mengalami fluktuasi, berikut 

adalah data pasien rawat inap RSUD Kota Dumai dari tahun 2013 

sampai 2017. 

 

Sumber: Profil Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Dumai 

Grafik 1.1 

Data Jumlah Pasien Rawat Inap di RSUD Kota Dumai  

Tahun 2013-2016 
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pasien dari tahun 2013 sampai dengan 2017 mengalami fluktuasi. Pada 

tahun 2013 jumlah pasien rawat inap sebanyak 15.859 pasien, 

mengalami penurun jumlah pasien yang di rawat inap ditahun 2014 

menjadi 14.319 pasien. Pada tahun 2015 mengalami peningkatan 
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jumlah pasien yang di rawat inap yakni sebanyak 15.167 pasien, di 

tahun 2016 mengalami penurunan jumlah pasien rawat inap menjadi 

14.411 pasien dan mengalami peningkatan jumlah pasien yang di rawat 

inap pada tahun 2017 menjadi 18.274 pasien. Setiap tahun mengalami 

kenaikan dan penurunan yang tidak stabil. Jumlah yang fluktuatif dan 

tidak stabil ini mengindikasikan ada beberapa penyebabnya, antara lain 

karena kualitas pelayanan yang diberikan kurang memuaskan, seperti 

fasilitas yang kurang memadai, dan lambatnya penanganan medis 

terhadap pasien yang menimbulkan komplain dan kritikan dari pasien 

yang pernah dirawat di RSUD Kota Dumai.  

Berdasarkan data dari pihak RSUD Kota Dumai (bidang 

pelayanan) pada tahun 2016  pengguna jasa/pasien RSUD Kota Dumai 

yang memberikan komplain dan kritikan terhadap kualitas pelayanan 

rumah sakit tersebut sebanyak  18 orang dari pasien 14411 atau 

0,12%. Dari 18 orang tersebut sebanyak 15 orang atau sebesar 

83,33%, pasien di kelas III dan sebanyak 3 orang (16,67%) pasien di 

VIP. Komplain dan kritikan tersebut diantara tentang kebersihan dalam 

ruangan yang kurang di karenakan petugas kebersihan tidak mengelap 

fasiltas yang ada dalam rungan tetapi hanya mengepel saja, ruangan 

yang tidak nyaman karena tidak berfungsi AC, masih ditemukan 

petugas kesehatan tidak melakukan tugas dengan penuh 

tanggungjawab yakni pada saat pasien mau minta tolong untuk 
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mengganti infus petugas kesehatan tidak ada, masih ditemukan 

petugas kesehatan yang kurang ramah dalam memberikan pelayanan.  

 

Tabel 1.4 

Rincian Tenaga di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Dumai 

No Tenaga Jumlah 

1 Dokter spesialis 27 

2 Dokter 28 

3 Perawat 235 

4 Bidan 121 

5 Farmasi 34 

6 Kesehatan Masyarakat 11 

7 Gizi 9 

8 Keteknisian Medis 44 

9 Keterapian Fisik 6 

10 Tenaga Non Kesehatn 201 

Jumlah 716 

Sumber:Profil RSUD Kota Dumai 2016 

 

Jumlah tenaga di RSUD Kota Dumai tahun 2016 berjumlah 716 

orang, sebanyak  515 orang merupakan tenaga kesehatan yang terdiri 

medis, perawat, bidan, farmasi, kesehatan masyarakat, gizi, teknisi 

media dan fisioterapi. Untuk tenaga non kesehatan sebanyak 201 

orang.  

Berdasarkan pencapaian kinerja dengan indikator kepuasan 

pelanggan yang sesuai dengan standar pelayanan minimal (PMK RI No 

129/Menkes/SK/II/2008) didapatkan data sebagai berikut : 
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Tabel 1.5 

Pencapaian Kinerja Indikator Kepuasan Pelanggan  

di Rawat Inap RSUD Kota Dumai Tahun 2017  

No Instalasi  Target 2017 Pencapaian 2017 

1 Instalasi Rawat Inap A ≥ 90% 73.91% 

2 Instalasi Rawat Inap B ≥ 90% 95.3% 

3 Instalasi Rawat Inap C ≥ 90% 73.94% 

4 Instalasi Rawat Inap D ≥ 90% 73.9% 

5 Instalasi Rawat Inap 

Kebidanan 

≥ 90% 73% 

6 VIP E ≥ 90% 73,94% 

7 VIP A ≥ 90% 73,94% 

8 VVIP B & C ≥ 90% 73,94% 
Sumber: Profil Keperawatan 2017 

 

Dari indikator kepuasan pelanggan di dapatkan data bahwa untuk 

instalasi rawat inap A,   instalasi rawat inap C, instalasi rawat inap D, 

instalasi rawat inap kebidanan, VIP E, VIP A serta VIP B & C masih di 

bawah target yang sudah ditetapkan.  

Fenomena ini mendeskripsikan secara teknis RSUD Kota Dumai 

masih cenderung belum memberikan pelayanan yang optimal. Banyak 

faktor yang berpengaruh terhadap kepuasan pasien yaitu bahwa 

kualitas pelayanan sangat mempengaruhi keputusan dalam 

pengambilan sikap. Rumah Sakit Umum Daerah Kota Dumai telah 

melakukan fungsinya sebagai sebuah lembaga pelayanan kesehatan 

bagi masyarakat. Tidak dipungkiri bahwa masyarakat memiliki 

keputusan penilaian terhadap kualitas pelayanan rumah sakit yang 

telah diberikan.  

Walikota Dumai juga menekankan kepada seluruh petugas 

RSUD Kota Dumai untuk melayani pasien dengan maksimal dan 
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ramah. Agar tidak ada lagi keluhan masyarakat yang ingin 

mendapatkan pelayanan. Banyak keluhan masyarakat yang diterima 

mengenai pelayanan. Apakah itu tentang kepuasan ataupun pelayanan 

yang diberikan (Dumai Pos, 2017). 

Mindset masyarakat pengguna semakin matang dan dewasa 

dalam hal pelayanan kesehatan, pada sisi lain mindset karyawan 

dengan orientasi terhadap pelanggan belum maksimal, sehingga ada 

kemungkinan-kemungkinan terjadinya ketidakpuasan pelanggan 

berkaitan dengan pelayanan yang diberikan yang tidak sesuai dengan 

harapan pelanggan. Rumah Sakit Umum Daerah Kota Dumai sebagai 

institusi pemberi jasa pelayanan kesehatan kepada masyarakat di Kota 

Dumai di harapkan dapat memberikan pelayanan prima sesuai dengan 

tuntutan dan kebutuhan masyarakat Kota Dumai sehingga bisa 

memberikan kepuasan terhadap masyarakat. Dari uraian latar 

belakang diatas, guna dapat meneliti lebih dalam berdasar sudut 

pandang kualitas pelayanan dan kepuasan pasien, maka penulis 

merasa tertarik untuk mengajukan tesis dengan judul Pengaruh 

Kualitas Pelayanan terhadap Kepuasan Pasien Rawat Inap Di 

Rumah Sakit Umum Daerah Kota Dumai. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 
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1. Bagaimana kualitas pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah 

Kota Dumai 

2. Bagaimana kepuasan pasien rawat inap di Rumah Sakit Umum 

Daerah Kota Dumai 

3. Bagaimanakah pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan 

pasien rawat inap di Rumah Sakit Daerah Kota Dumai 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berkaitan dengan rumusan masalah yang disebutkan diatas, maka 

tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui dan menganalisa kualitas pelayanan di Rumah 

Sakit Umum Daerah Kota Dumai 

2. Untuk mengetahui dan menganalisa kepuasan pasien rawat inap 

di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Dumai 

3. Untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh kualitas pelayanan 

terhadap kepuasan pasien rawat inap di Rumah Sakit Umum 

Daerah Kota Dumai  

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain : 

1. Memberikan bahan masukan bagi pihak Rumah Sakit Umum 

Daerah Kota Dumai dalam meningkatkan kualitas pelayanan bagi 

pasien sehingga dapat menentukan langkah-langkah selanjutnya 

yang diambil dalam mengukur kebijaksanaan dimasa yang akan 

datang. 
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2. Sebagai bahan informasi dan diharapkan dapat digunakan sebagai 

bahan acuan dibidang penelitian yang sejenis dan sebagai 

pengembangan penelitian lebih lanjut. 

3. Sebagai upaya pengembangan Ilmu Administrasi Publik, 

khususnya tentang pelayanan publik (kualitas pelayanan 

kesehatan) 

1.5 Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini terdiri dari :  

1. Sasaran penelitian 

Subjek peneltian ini adalah pasien/keluarga pasien yang sedang 

menjalani perawatan di RSUD Kota Dumai, tenaga medis maupun 

paramedis serta unsur manajemen RSUD Kota Dumai. 

2. Lokasi penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di RSUD Kota Dumai 

3. Waktu penelitian 

Waktu penelitian dilakukan pada bulan Maret - Mei Tahun 2018 

4. Analisis 

Teknik pengukuran dengan menggunakan semantic differensial. 

Analisis menggunakan korelasi, determinasi (regresi). 

5. Ruang lingkup keilmuan 

Disiplin ilmu yang berhubungan dengan penelitian ini adalah ilmu 

administrasi publik khususnya tentang pelayanan publik. 


